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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

• Dengan Ilmu, hidup akan mudah 

Dengan seni, hidup terasa indah 

Dengan agama, hidup akan bennakna 

• Hai orang-orang yang beriman jadikanlah 

Sabar dan sholat sebagai penolong-Mu 

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar 

(Al. Baqarah: 153) 

Skripsi ini aku persembahkan untuk: 

❖ Ayah, Mama, kakak dan adikku si 

kembar yang telah memberikan 

segalanya untuk keberhasilan 

studiku. 

❖ Suami dan anakku Galang yang setia 

mendampingi dan mendukungku. 

❖ Bapak, lbu dan kakaku yang di 

Cepiring, Kendal. 

❖ Teman-temanku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sistem penegakkan 

hukum yang secara jelas ditegakkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 dan penjelasannya. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

atas hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( Machstaat). 

Setiap tingkah laku manusia berdasarkan hukum, juga mendukung 

konsekuensi bahwa untuk penerapan hukum di dalam masyarakat harus ada 

lembaga yang dapat menegakkan peraturan-peraturan hukum. Karena salah 

satu ciri dari negara hukum adalah kebebasan kekuasaan kehakiman yang 

penyelenggaraannya diserahkan kepada badan peradilan. Peningkatan Sumber 

Daya Manusia (SDM) para penegak hukum adalah penting demi negara 

hukum. Sumber Daya Manusia dalam sistem penegakkan hukum yang perlu 

diperhatikan adalah hakim, polisi, jaksa dan panitera, hal ini diharapkan agar 

cita-cita hukum dapat terwujud. 

Tercapainya kepastian hukum melalui lembaga peradilan sangat 

diharapkan, sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau 

anggota masyarakat dapat ditentukan melalui putusan lembaga peradilan. 

Seperti yang ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bagian 3 

Tahun 1993 tentang Hukum, bahwa pembangunan nasional sekarang ini 

sangat diperlukan adanya pembangunan dan pembinaan hukum yang 
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diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap 

anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan 

kepastian hukum yang berintikan keadilan. 

Melalui sistem penegakkan hukum terhadap semua jenis lebaga 

peradilan diharapkan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya 

secara disiplin, sebab selama ini masih sering timbul keluhan dari masyarakat 

pencari keadilan bahwa beracara dipengadilan memakan waktu, biaya dan 

tenaga yang tidak sedikit yang pada akhirnya mendapat kekecewaan karena 

penyelesaiannya berlarut-larut. Sistem peradilan pada saat ini belum berhasil 

menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah seperti yang 

dikemukakan Sudikno Merto Kusumo bahwa : 

" Masyarakat pada umumnya lebih suka penyelesaian perkara yang 

cepat meskipun putusan yang diterima kurang memuaskan dari pada putusan 

yang obyektif tetapi memakan waktu yang bertahun-tahun orang 

mengharapkan segera kepastian mengenai perkara yang mungkin akan 

menentukan.' 

Salah satu aparat lembaga peradilan yang diharapkan dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan disiplin untuk dapat menerapkan 

asas peradilan yang sederhana, cepat, murah adalah panitera sebab peran 

panitera sangat penting dalam lembaga peradilan dari mulai tingkat 

Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung. 

' Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998. 
Halaman22 
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Pada dasarnya tugas Panitera adalah menyelenggarakan administrasi 

dan mengikuti semua sidang musyawarah pengadilan serta mencatat secara 

teliti semua hal yang dibicarakan, (Pasal 58, Pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umwn) juga mempunyai kewajiban hams membuat berita 

acara sidang pemeriksaan di persidangann yang menandatangani bersama 

sama dengan ketua sidang. Khususnya dalam perkara perdata panitera 

melaksanakan putusan-putusan pengadilan (Pasal 33 ayat 3 UU No. 14 Tahun 

1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal UU 

No. 2 Tahon 1986). 

Dengan demikian konsekuesinya Panitera harus memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan adalam bidang administrasi perkara dengan baik dan 

mempunyai sikap disiplin yang tinggi, sebab dalam kenyataanya seringkali 

bidang administrasi tersebut yang menghambat dalam proses persidangan 

antara lain berita acara tidak ada atau terlalu singkat atau belum siap diketik, 

hal ini sering kali menyebabkan tertundanya membuat putusan, lebih - lebih 

kalau panitera atau Panitera Pengganti sudah pindah atau meninggal dunia 

sedang berita acara belwn dibuat maka hal ini akan menghambat penyelesaian 

perkara. Hal tersebut diatas merupakan salah satu alasan Iambatnya atau 

banyaknya tunggakan perkara, sedangkan membuat berita acara merupakan 

tugas pokok dari Panitera. 

"Tunggakan-tuggakan perkara, antara Iain bahkan boleh dikatakan 

sebagian besar karena berita acara belwn dibuat sehingga putusannya atau 
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pengiriman berkasnya ke Pengadilan Tinggi kalau dimintakan banding masih 

harus menunggu diselesaikannya lebih dulu berita acaranya. 

Bertolak dari gambaran di atas dalam kaitan ini akan terlihat bahwa 

betapa pentingnya peranan Panitera menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

baik akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan 

kepada pengadilan, sehingga kewibawaan peradilan betul-betul nampak dalam 

masyarakat. 

B. Pembatasan Masalah 

Suatu penelitian yang dilakukan baik oleh perorangan atau badan 

tertentu, tidak mungkin meneliti semua masalah yang ada pada bidang yang 

akan diteliti, oleh karena itu agar penelitian dapat Iebih terarah clan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya. Maka penulis 

sengaja mengadakan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk 

itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah tugas dan fungsi 

panitera dalam pemeriksaan perkara perdata baik perkara yang mengandung 

sengketa maupun berupa permohonan dan hambatan-hambatan yang timbul 

dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang. 

C. Perumusan Masalah 

Dengan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Sudikno Mertokusumo, Ibid, Halaman 28. 
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I .  Bagaimana proses pemeriksaan perkara perdata baik yang mengandung 

sengketa maupun yang berupa permohonan yang ada di Pengadilan 

Negeri Semarang ? 

2. Apakah tugas dan fungsi panitera dalam pemeriksaan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi panitera dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya dan bagaimana cara penyelesaiannya ? 

D. Tuj uan Penelitian 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalalah sebagai berikut : 

1 .  Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perdata baik yang 

mengandung sengketa maupun yang berupa permohonan yang ada di 

Pengadilan Negeri Semarang. 

2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi panitera dalam pemeriksaan perkara 

perdata di Pengadilan Negeri Semarang. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi panitera dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dan cara penyelesaian hambatan 

tersebut. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

I .  Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang 

berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya hukum acara perdata berkaitan dengan tugas dan fungsi 

panitera. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek 

yang diteliti atau dapat dipergunaan sebagai landasan dalam menyusun 

dan memantapkan tugas Panitera pada khususnya dan sistem peradilan 

pada umumnya. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1 .  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif yaitu suatu penelitian pada Ilmu Hukum dengan menelaah 

kaidah-kaidah hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Dekriptif yaitu suatu 

penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, 
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kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan 

secara umum dari bahan-bahan mengenai tugas dan fungsi Panitera. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang uikumpulkan meliputi : 

a. Data Skunder 

Data ini diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan 

yang dapat diperoleh dari buku-buku Literatur, peraturan perundang 

undangan, hasil penelitian, makalah-makalah yang ada kaitannya 

dengan materi penelitian ini. Data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan disebut data skunder. 

b. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data 

Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke 

lapangan menemui para narasumber, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam studi lapangan adalah menggunakan wawancara, 

yaitu wawancara langsung bebas terpimpin dengan mempersiapkan 

daftar pertanyaan lebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi 

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan : 

1 )  Wakil Sekretaris : Maksudi, S.H 

2) Kepaniteraan Sub Perdata : Sri Lestari, S.H 

3) Kepaniteraan Sub Pidana : Ismail Murdani, S.H 

4) Kepaniteraan Sub Hukum : Mulyono, S .H 
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4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang 

5. Metode Analisis Data 

Semua yang diperoleh selama melakukan penelitian, baik data yang 

diperoleh dengan cara membaca buku-buku kepustakaan clan dengan 

wawancara maupun data yang diperoleh dengan jalan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis tersebut kemudian dianalisis. Analisis yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif 

yaitu pembahasan basil penelitian yang disajikan dalam bentuk suatu 

uraian dan bukan dalam bentuk suatu angka. 

G. Sistematikan Penulisan 

Skripsi dengan judul "TUGAS DAN FUNGSI PANITERA DALAM 

PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI 

SEMARANG, terdiri atas em pat bah, masing-masing bab terdiri atas 

beberapa sub bah. 

Dalam hal ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, 

lokasi penelitian, metode analisis data, serta sistematika 

penulisan. 
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Tinjauan Pustaka menguraikan tentang perkara perdata yang 

terdiri dari cara menyusun dan mengaj ukan gugatan, proses 

pemeriksaan perkara perdata, putusan pengadilan, tugas dan 

fungsi panitera, terdiri dari tugas panitera menurut Undang 

undang Nomor 2 tahun 1986, fungsi panitera menurut SK. MA. 

No. KMA/009/3K/VII/1990. 

BAB III · Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari proses 

pemeriksaan perkara perdata, tugas dan fungsi panitera dalam 

BAB II 

BAB IV 

pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang, 

hambatan-hambatan yang dihadapi panitera dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya serta cara penyelesaiannya yang ada di 

Pengadilan Negeri Semarang dan pembahasan. 

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

A. Perkara Perdata 

Di dalam masyarakat sering terjadi suatu perselisihan yang timbul 

karena adanya bennacam-macam persoalan, misalnya soal warisan, jual beli, 

sewa-menyewa clan sebagainya. Jika dua orang atau Iebih timbul sengketa atau 

perselisihan hukum, maka pada dasamya dapat diselesaikan dimuka 

pengadilan, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya penyelesaian diluar 

pengadilan. 

Perkara perdata bisa berupa perkara yang mengandung sengketa dan 

perkara yang tidak mengandung sengeketa bisa diproses di pengadilan dengan 

mengajukan gugatan, sedangkan perkara yang tidak mengandung sengketa 

diajukan ke pengadilan dengan pennohonan. Perbedaan antara gugatan dan 

permohonan adalah sebagai berikut : 

Dalam perkara gugatan "Adanya sengketa, suatu konflik yang hams 

diselesaikan clan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang 

atau lebih yang "merasa" bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan 

tetapi seorang yang "dirasa" melanggar haknya atau hak mereka tidak mau 

secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu, sedangkan permohonan 

adalah perkara perdata dimana ada satu pihak saja permohon, jadi tidak ada 

pihak lawan. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa -jasanya sebagai 

seorang tenaga Tata Usaha Negara. Tugas hakim lebih bersifat administratif 
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saja, sehingga putusannya berupa suatu penetapan atau lazim disebut putusan 

deklaratoir. 

Dapat disimpulkan perbedaan antara gugatan dengan permohonan 

adalah tergantung pada sifat perkara yang akan diajukan. 

1. Cara Menyusun dan Mengajukan Gugatan 

Apabila suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara 

damai oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan akhir yang ditempuh 

adalah minta penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu penggugat 

mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. 

Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri itu disebut 

Perkara Perdata ( Civil sue, Civil case). Pihak yang mengajukan gugatan 

disebut penggugat (Palinitiff), sedangkap pihak yang digugat disebut 

tergugat (defendant, opposant). Permohonan gugatan dapat diajukan 

secara tertulis atau secara lisan bila penggugat tidak bisa menulis. 

Hukum acara perdata yang termuat dalam HIR dan RBg tidak ada 

menyebut syarat-syarat yang hams dipenuhi dalam surat gugatan, namun 

yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: 

(a) Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu 

nama, umur, alamat, pekerjaan, agama ( identity of the parties). 

(b) Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang 

kejadian atau peristiwa (factual grounds), dan uraian tentang hukum, 

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 

Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989, Halaman 7. 
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yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis 

gugatan itu (Legal grounds). 

( c) Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim 

(pemtitum ). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu 

tuntutan primer (Primary claim) yang merupakan tuntutan pokok dan 

tuntutan subsider (Subsidiary claim) yang merupakan tuntutan 

pengganti bila tuntutan pokok ditolak oleh hakirn. 4> 

Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang baik yang 

termuat dalam HIR maupun RBg tidak rnengharuskan kepada pihak 

pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka 

kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan dipersidangan dilakukan 

secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, walaupun 

demikian para pihak yang berperkara apabila menghendaki boleh 

mewakilkan kepada kuasanya ( Pasal 123 HIR 14 7 RBg). 

Sistem hukum acara perdata dalarn HIR dan RBg berbeda 

dengan sistern hukum acara perdatata dalam RV g Reglement of de 

bungerlijke Rechsvoldering), yang mewajibkan para pihak yang 

berperkara untuk mewakilkan kepada seorang ahli hukum (procureur) 

clalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan 

keharusan yang mutlak dengan akibat batalnya tuntutan (Pasal 106 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 
Halaman 37-38. 
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ayat ( I )  RV) atau diputus diluar hadimya tergugat ( Pasal I 09 RV) 

apabila ternyata para pihak temyata tidak di wakili. 

Untuk kepentingan pencari keadilan, dalam Pasal 1 1 9  

HIR/143RBg ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang 

memberikan nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat atau 

kuasanya dalam membuat dan mengajukan gugatan. Dengan demikian 

dapat dicegah pengaj uan gugatan yang tidak sempuma, yang akan 

dinyatakan tidak diterima. 

Dalam mengajukan gugatan penggugat harus memperhatikan, 

bahwa gugatannya diajukan kepada badan pengadilan yang benar 

benar berwenang untuk mengadili perkara yang disengketakan 

tersebut. Kewenangan pengadilan untuk mengadili dibagi menjadi dua 

macam yaitu : 

( 1 )  Kewenangan mutlak disebut juga kompetensi absolut atau 

attributie van reachtmacht, yaitu : pembagian kewenangan atau 

kekuasaan antar badan-badan pengadilan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo : 

"Kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara 

tertentu yang secara tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan 

lain, baik dalam peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Agama). Biasanya kompetensi absolut ini tergantung 

? Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Halaman. 16. 
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pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan. Wewenang mutlak 

juga disebut atribusi kekuasaan.° 

(2) Kewenangan relatif, disebut juga kompetensi relatif atau distributie 

van reachmaht. Artinya pembagian kewenangan atau kekuasaan 

mengadili antar Pengadilan Negeri Pasal 1 1 8  HIR, 142 RBg 

menyangkut kompetensi relatif yaitu mengatur tentang persetujuan 

gugatan bahwa : 

a. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman 

tergugat. 

b. Apabila terdiri dari dua orang atau lebih gugatan diajukan pada 

tempat tinggal salah seorang dari para penggugat, terserah dari 

pilihan penggugat yang menentukan dimana ia akan 

mengajukan gugatannya. 

c. Apabila tempat tinggal dan kediaman tergugat tidak dikenal, 

gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat 

tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat. 

d. Apabila gugatan mengenai barang tetap atau barang tidak 

bergerak, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan 

Negeri dimana barang tetap tersebut terletak. 

° 1id, Halaman. 53. 
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